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Kemudian pada tahun 1962 pemerintah membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (DURENAS) dan menempatkan MIPI didalamnya dengan tugas tambahan: membangun dan mengasuh beberapa Lembaga Riset Nasional. Dan tahun 1966 pemerintah merubah status DURENAS menjadi Lembaga Riset Nasional (LEMRENAS).

Pada bulan Agustus 1967 pemerintah membubarkan LEMRENAS dan MIPI dengan SK Presiden RI no. 128 tahun 1967, kemudian berdasarkan Keputusan MPRS no. 18/B/1967 pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan menampung seluruh tugas LEMRENAS dan MIPI, dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

2. Mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

3. Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (sejak 1991 tugas pokok ini selanjutnya ditangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Keppres no. 179 tahun 1991).

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia telah pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk mengadakan peninjauan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi LIPI sesuai dengan tahap dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Keppres no. 128 tahun 1967, tanggal 23 Agustus 1967 diubah dengan Keppres no. 43 tahun 1985, dan dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut, tanggal 13 Januari 1986 ditetapkan Keppres no. 1 tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan terakhir dengan Keppres no. 103 tahun 2001.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), kegiatan publikasi LIPI secara kebijakan menjadi salah satu fungsi yang ditangani memusat.

Dengan pertimbangan bahwa penanganan penerbitan maupun penyebarannya secara profesional dan terpadu memerlukan wadah untuk memberi ciri khas LIPI, maka Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) berdasarkan Surat keputusan Kepala LIPI No. 1027/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis di bidang penerbitan ilmiah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Jasa Ilmiah, yang pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI. Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) dibentuk dengan tujuan menjadi wadah (penerbit) untuk penanganan seluruh hasil-hasil karya ilmiah LIPI secara profesional dan terpadu.

Melalui program-program penerbitan karya ilmiah LIPI, dilakukan upaya peningkatan sarana komunikasi antarilmuwan dan pemenuhan kebutuhan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat ilmuwan dan masyarakat luas. Penerbitan LIPI yang dikelola mencerminkan cakupan kebijakan LIPI dalam komunikasi dan informasi ilmiah. Dalam jangka panjangnya publikasi LIPI diupayakan menjadi "komoditas" yang mutlak kehadirannya dalam masyarakat modern. Berangsur-angsur dukungan pihak swasta untuk penyelenggaraan publikasi ini akan diupayakan membesar. Arahan kebijakan ini menjadikan LIPI Press bekerja menuju kemandirian yang peka terhadap lingkungan dan menganut prinsip komunikasi ilmiah yang baik.

Satuan kerja ini juga mengelola publikasi sebagai upaya pembentukan sikap sadar-ilmu di tengah masyarakat. Agar dapat menjangkau masyarakat luas, khususnya pihak yang berkepentingan, program diarahkan untuk penjaminan standar mutu terbitan LIPI dalam segi fisik, penggunaan bahasa baku, penerapan berbagai standar di bidang terbitan: abstrak, lajur bibliografi, daftar acuan, tata letak, dan perwajahan yang khas yang diterapkan secara konsisten. Hal ini terutama terkait dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian menentukan dalam dunia ekonomi, perdagangan internasional, dan pertukaran budaya umumnya. Pemahaman prinsip pengelolaan kekayaan intelektual bagi pengelola penerbitan ilmiah, sekurang-kurangnya hak cipta, menjadi rencana khusus yang perlu diterapkan secaraterencana. Untuk mencapai arah tersebut maka disusunlah program-program peningkatan kemampuan internal pengembangan standar mutu terbitan dan penerbitan ilmiah pengembangan sarana dan prasarana penerbitan, serta penyebaran publikasi hasil-hasil ilmiah LIPI.
· Visi :
Terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integrative dan dinamis yang di dukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanistic.
· Misi :
1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi penggerak utama dan acuan dalam meningkatkan kemajuan dan persatuan bangsa, memperkuat daya saing masyarakat.
2. Ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan berkelanjutan yang berwajah kemanusiaan (sustained humanistic development).
3. Memperkuat landasan etika keilmuan.
· Tugas Pokok :
Lipi mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
· Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas tersebut, LIPI mempunyai fungsi :
1. Pengkaji dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

2. Penyelenggaraan riset keilmuan bersifat dasar.

3. Penyelengaraan riset inter dan multi disiplin terfokus.

4. Pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI.

6. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
· Kewenangan :
Untuk menjalankan fungsinya, LIPI mempunyai kewenangan :
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.

4. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

b. Penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar.

c. Penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan criteria kelembagaan ilmiah.

d. Pemberian ijin peneliti Asing

e. Pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.
· Kepala Lipi dari masa ke masa :
1. Sarwono Prawirohardjo (1969 - 1974)

2. Tb. Bachtiar Rifai (1974 - 1984)

3. Doddy A. Tisna Amidjaja (1984 - 1989 )

4. Samaun Samadikun (1989 - 1995)

5. Sofyan Tsauri (1995 - 2000)

6. Taufik Abdullah (2000 - 2002)

7. Umar Anggara jenie (2002 - sekarang)
1.2
Sejarah Divisi (Bagian) Tempat PKL
Dunia kehumasan Indonesia telah berumur lebih dari setengah abad, dan perannya dalam organisasi terperangkap dalam mitos–mitos seperti : Protokoler, Event Organizer, Petugas Fotografi, Dokumentasi, Pengirim siaran Pers, dan Sejenisnya. Hal ini membuahkan penilaian apresiasi masyarakat pada profesi kehumasan secra tidak seimbang. Padahal seharusnya tampil sebai ujung tombak dalam memainkan perannya pada tatanan yang lebih strategis dalam menajemen, terutama dalam memasyarakatkan IPTEK dan hasil penelitian.

Fortamas (Forum Pranata Humas) adalah forum komunikasi humas.  Forum ini berdiri karena adanya aspirasi saserahan di gedung 20 komplek LIPI Bandung. Pada awal tahun 2005. dengan adanya jabatan funsional pranata humas, dari kehumasan pusat BKPI LIPI memfalisitasi dalam penjejangan karier, sehingga membutuhkan  wadah komunitas pranata humas. Wadah itu untuk menjalin antara komunitas juga sebagai jembatan komunikasi antara pihak yang berkepentingan. Komunikasi kehumasan secara melembaga sudah ada pada setiap Satker (Satuan Kerja) yang disebut jasa informasi dan perpustakaan (JAIP). Khususnya JAIP di dalamnya terdapat orang – orang yang punya jabatan Pranata Humas dikawasan korwil LIPI Bandung. Pada hari senin tanggal 31 Juli 2006 diresmikan sekaligus disyahkan AD & ART serta kepengurusan Fortamas LIPI Bandung, Subang, dan Karang Sambung. Didasari pemikiran dan aspirasi di atas, sebagai kendaraan dalam harapan peran  dunia kehumasan kedepan, salah satunya adalah dengan penerbitan “Warta Fortamas” dikawasan LIPI Bandung, Subang, dan Karang Sambung.
· Visi Fortamas
· Terwujudnya Pranata Humas LIPI yang kuat, netral, mandiri, dan professional.

· Misi Fortamas
· Mewujudkan kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota

· Meningkatkan peran Pranata Humas dalam mensukseskan pemasyarakatan dan pembudayaan IPTEK,

· Menggalang koordinasi dan kerjasama dengan institusi bidang kehumasan
· Tujuan Fortamas

Tujuan Fortamas adalah menghubungkan LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan masyarakat ataupun Perusahaan lain untuk memperkenalkan barang atau jasa yang ada di LIPI.

· Logo Fortamas LIPI
Gambar 1.1

Logo Fortamas
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Sumber : Intranet LIPI Bandung
Fortamas (Forum Pranata Humas) adalah sebuah wadah untuk berkumpul dan berkoordinasi dari berbagai latar belakang instansi di LIPI maupun institusi lain yang memiliki suatu tujuan yang sama. Saling berhubungan, membuat suatu jaringan yang erat untuk memberikan layanan kehumasan dalam pemasyarakatan dan pembudayaan IPTEK.

 Dengan demikian ide sentral logo FORTAMAS adalah : 

1. Informasi. 

2. Wadah berkumpul. 

3. Tujuan yang sama.
4. Hubungan. 

5. Jaringan.
1.3 
Struktur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung
Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus di lakukan oleh setiap bagian atau anggota. Berikut ini adalah susunanstruktur organisasi yang ada di LIPI.

Gambar 1.2

Struktur LIPI










Sumber : Lipi Bandung
1.4      Struktur Divisi atau Fortamas (Forum Pranata Humas)
Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Kegiatan Fortamas memiliki struktur organisasi yang sifatnya “Top to Bottom” yang sederhana dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Struktur Organisasi FORTAMAS









Sumber : Fortamas LIPI Bandung
Di dalam struktur organisasi dapat terlihat bahwa posisi teratas masih di pegang oleh ketua Fortamas Yaitu Bapak Mustari Tisna Amidjaya, ST. yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja Pranata humas sehari-hari dalam membangun kegiatan fortamas, serta mengamati setiap bentuk kegiatan Humas yang di pimpinnya baik berupa kegiatan eksternal maupun internal. Dalam menjalankan tugasnya ketua dibantu oleh wakil ketua Fortamas yaitu Ir. Soegiono. Ketua dan wakil membawahi sekertaris yaitu Bpk Endang Setiawan dan bedahara yaitu Ibu Ester juga Bpk. Nanan Sumarna selaku warta Fortamas.


1.5 Job Description Struktur Organisasi LIPI Bandung

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung 

Dibawah ini adalah Job Description dari struktur LIPI Bandung.
1.5.1
Kepala LIPI
Kepala LIPI memiliki kedudukan paling tinggi dalam LIPI Bandung dan memiliki fungsi penting sebagai pemimpin pengoprasian serta bertugas melakukan manajemendi komplek LIPI Bandung. Menyusun program pembinaan dan pengadilan pelaksanaan penelitian.
1.5.2
Wakil Kepala LIPI
Wakil kepala LIPI Bandung memiliki jabatan tinggi kedua setelah Kepala LIPI bandung, dan memiliki tugas dan fungsi penting untuk membantu Kepala LIPI, mewakilkan Kepala LIPI, dan menyertai tugas dan fungsi Kepala LIPI.
1.5.3
Sekertaris Utama
Sekertaris Utama Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki tugas dan berfungsi sebagai pembuat salinan keputusan yang ditetapkan oleh kepala lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya salinan keputusan Sekertaris Utama Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang “Pembentukan dan Penunjukan Pengurus Forum Komunikasi Pranata hubungan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (FORTAMAS LIPI) No. 971a/A/200
1.5.4
BOK (Biro Organisasi Kepegawaian)
Biro Organisasi Kepegawaian memiliki tugas sebagai pengembagan Jabatan Fungsional peneliti setiap tahun mengumpulkan laporan kegiatan sesuai dengan jabatan dan fungsional, dan bertugas untuk menetapkan kenaikan jabatan dari laporan kegiatan masing-masing karyawan dilihat dari angka satuan kredit dan juga Pembakuan Kinerja Karyawan, Perencanaan Pegawai,Mutasi Pegawai, dan Tata Laksana.
1.5.5
BKPI (Biro Kerjasama IPTEK)
BKPI (Biro Kerjasama IPTEK) memiliki fungsi sebagai pengurus antara kerjasama Dalam Negeri, Kerjasama Luar Negeri, peningkatan Kemampuan ilmiah, Hubungan Masyarakat, Media Massa, pameran dan Informasi ilmiah, Hukum Peraturan dan Dokumentasi Hukum, Bantuan Hukum, Penyusunan Perjanjian tentang kegiatan penelitian.
1.5.6
Sub. Bagian Kehumasan
Sub bagian kehumasan bertugas membuat daftar usulan penetapan angka kredit jabatan pranata humas.
Unsur Utama :

· Jabatan Pranata Humas
a. Pendidikan formal

b. Pendidikan non formal
· Pelayanan informasi dan Kehumasan
a. Perencanaan layanan

b. Pelayanan informasi
c. Pelaksanaan hubungan informasi
· Pengembagan Profesi
a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan
b. Penerjemah/penyaluran buku atas karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan
Unsur Kedua :

· Pendukung kegiatan Pranata Humas
a. Pengajar/pelatih di bidang informasi dan kehumasan

b. Peran serta dalam seminar/loka karya konferensi

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi

d. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional pranata humas

e. Perolehan piagam kehormatan 

f. Perolehan gelar kerjasama lainnya.
1.5.7
Fortamas
Fortamas adalah forum komunikasi Pranata Humas yang anggotanya terdiri dari Fungsional Pranata Humas yang ada pada tiap satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang berperan untuk membantu dan saling menimba pengalaman dalam melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/109/M.kominfo/11/2005 tentang jabatan fungsional pranata humas dalam rangka kreditnya.
1.6 Sarana dan Prasarana

Tabel 1. 1

Sarana dan Prasarana

	No.
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Keterangan

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Ruang tamu

Ruang ketua fortamas

Ruang wakil ketua Fortamas

Ruang seluruh anggota fortamas

Ruang pertemuan

Dapur dan Toilet

10 unit komputer

1 Perangkat speaker
1 buah meja berukuran 3x6 m
1 telepon
10 buah kursi
10 buah meja kerja
10 printer

Televisi
	1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

10

10

10

1
	Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik
Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik

Kondisi baik


Sumber : Kantor Fortamas LIPI
1.7 Lokasi dan Waktu PKL
1.7.1 Lokasi dan tempat PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung yang berada di Jl. Sangkuriang Gedung 20 Komplek LIPI Bandung.

1.7.2 Waktu PKL

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 1 bulan, yakni dari tanggal 6 Juli sampai dengan 7 Agustus 2009 di gedung 20 Komplek LIPI Bandung, setiap hari senin – jumat dari jam 08.00 s/d selesai.
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